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ABSTRAKSI
Di dalam jual-beli khususnya jual-beli benda tidak bergerak (tanah, rumah dan lain-lain), praktek sering kali sebelum dilakukan jual-beli terlebih dahulu yang dibuat dihadapan Notaris. Timbulnya sengketa perdata dari pengikatan jual-beli dengan Akta Notaris dalam praktek disebabkan antara lain oleh : Tidak terpenuhinya perjanjian sebagai tercantum dalam akta pengikatan jual-beli tanah; Salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjiannya selesai dilaksanakan; Salah satu pihak atau masing-masing pihak bertindak atau berbuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Bahwa peranan Notaris untuk menghindari timbulnya sengketa dari akta pengikatan jual-beli atas tanah adalah :

Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual-Beli dilengkapi    dengan kuasa-kuasa antara lain : Kuasa Menjual; Kuasa Mutlak; Kuasa untuk Menjaminkan.


Apabila dalam Pengikatan Jual-Beli tersebut harga jual-beli tanah telah lunas maka kuasa-kuasa tersebut langsung diserahkan kepada pembeli, untuk kelanjutan balik namanya. Tetapi apabila dalam pengikatan jual-beli tersebut harga jual-belinya belum  lunas maka akta kuasa-kuasa tersebut beserta surat pemilikan hak atas tanahnya ditahan dikantor Notaris / ditunda penyerahannya kepada pembeli sampai kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajibannya masing-masing.

Bahwa upaya yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Hukum, sehubungan dengan dibuatnya pengikatan jual-beli hak atas tanah dewasa ini adalah :
Mengadakan transaksi jual-beli dengan baik dalam pengertian memenuhi persyaratan hukum, Para pihak di dalam mengadakan pengikatan jual-beli harus mematuhi isi dari perikatan misalnya melunasi harga jual-beli tepat pada waktunya.
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Problematika tentang  tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat rumit dan persoalan  tanah  perlu mendapat perhatian yang  sangat serius, karena tanah merupakan sumber daya alam  dan faktor produksi yang utama, sehingga tidak dapat di pisah-pisahkan dari berbagai aspek  kehidupan manusia di dunia Problematika  tanah adalah masalah sepanjang jaman, oleh karena tanah akan tetap dibutuhkan manusia baik bagi pembangunan maupun untuk perumahan kebutuhan hidup anggota-anggota masyarakat sehari-sehari, bahkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan.
Hal yang sangat Esensi , sebagaimana dituang dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, telah dituangkan juga di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Relevasinya  dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 9 ayat (2) di sebutkan bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, disinilah berarti setiap warga negara Indonesia diberi hak untuk memperoleh suatu hak atas tanah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 
Bahwa Untuk menjamin adanya perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah, terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa : “ Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.
Selain dari pada itu untuk menjamin adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah dari para pemegang hanya telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomer 24tahun 1997 dimana di dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomer 24tahun 1997 menyebutkan bahwa :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat pembuat akta tanah yang yang berwenang.
Pengikatan jual beli itu merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukan jualn beli tanah yang sebenarnya, dalam arti pemindahan hak. Untuk kepastian hukum dari pengikatan jual beli tanah itu para pihak mengikatkan dirinya dalam suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris.

Mengapa diadakan pengikatan jual beli tanah, tidak lain karena kedua belah pihak atau salah satu pihak belum siap untuk melaksanakan jual beli tanah langsung dengan pemindahan hak. Dalam praktek, pengikatan jual beli tanah dilakukan karena pihak belum siap membayar tunai harga barang yang jadi obyek jual beli. Sehingga terjadilah pengikatan dengan pembayaran uang muka, yang sering di sebut “voorschot”.
Dalam pengikatan jual beli tanah itu biasanya ditentukan dan disepakati syarat-syarat mengenai pembayaran sisa harga barang. Antara lain ditentukan waktu angsuran pembayaran angsuran pembayaran lunas, dan sebaginya. Didalam hubungan sehari-hari pelaksanaan suatu perjanjian tidak selamanya berjalan dengan lancar dan tertib, bahkan kadang-kadang mengalami hambatan yang disengaja maupun karena ketidak mampuan memenuhi kewajiban.

Dari hambatan pemenuhan ketentuan dalam pengikatan jual beli tanah dapat menjadin penyebab timbulnya sengketa perdata. Penyebab itu antara lain di karenakan :

1. Tidak terpenuhinya perjajian sebagai tercantum dalam akta pengikatan jual beli tanah.

2. Salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjiannya selesai dilaksanakan,

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak bertindak tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Apabila timbul sengketa yang lahir dari pengikatan jual beli tanah, maka para pihak tentunya berupaya untuk mencapai penyelesaian yang dirasakan menguntungkan pihaknya.

Dalam upaya penyelesaian sengketa, biasanya di tempuh tiga cara yaitu :

· Perdamaian diantara para pihak tanpa bantuan atau melalui pihak lain.
· Bantuan pihak ketiga,

· Dilakukan gugatan perdata lewat pengadilan negeri.

Hal-hal demikianlah yang mendorong penulis dalam skripsi ini untuk memilih judul : “PERANAN NOTARIS UNTUK MENGHINDARI TIMBULNYA SENGKETA DARI AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH. 

        Disamping itu pula penulis ingin mengetahui Problematika Timbulnya Sengketa Perdata;Peranan Notaris untuk menghindari Timbulnya Sengketa dari Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah ;Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan sengketa dari akta pengikatan jual beli atas tanah.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya dalam penulisan skripsi ini banyak sekali permasalahan yang bisa dibahas, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang menjadi melebarnya permasalah tersebut, untuk itu penulis membatasi permasalahan dan dapat terfokus  pada pembahasan ada kaitannya dengan judul yang diangkat.   

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Problematika  Timbulnya   Sengketa Perdata?
2. Bagaimana Peranan Notaris untuk menghindari Timbulnya Sengketa   dari      Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah?
3. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan sengketa dari akta pengikatan jual beli atas tanah.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian khususnya dalam bidang ilmiah tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu.

Demikianlah tujuan penelitian ini dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data guna mengetahui peranan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam upaya mengrindari timbulnya sengketa dari akta pengikatan jual-beli hak atas tanah yang telah dibuatnya.

2. Untuk mengetahui upaya yang terbaik dalam mengatasi permasalahan hukum, sehubungan dengan dibuatnya pengikatan jual-beli hak atas tanah dewasa ini.

D. Metode Penelitian.



Sesuai dengan lapangan ilmu pengetahuan yang  akan penulis selidiki, demikian pula sasaran yang akan dicapai, kiranya perlu di kemukakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini untuk mengumpulkan data dengan cara  sebagai berikut :
1. Data primair

    Data primair adalah suatu data yang diperoleh dari pengamatan   lapangan yaitu ditempat obyek pengamatan.


Dalam hal ini untuk mengumpulkan data dengan  cara :

a. Cara wawancara : yaitu mengajukan pertanyaan keberbagai pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan, respondennya adalah : Notaris, Hakim Pengadilan Negeri serta para pihak yang telah terlibat dalam sengketa perdata akibat pengikatan jual-beli hak atas tanah dengan akta Notaris.
b. Cara observasi : yaitu pengamatan secara langsung dan nyata mengenai hal-hal yang  berhubungan dengan materi skripsi ini.

2. Data skundair
    Data skundair adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menganalisa secara garis besar dari buku-buku atau teori-teori, peraturan-peraturan dan kebiasaan yang ada hubungannya dengan pokok bahasan skripsi ini.

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masalah Timbulnya Sengketa Perdata.
Sebelum penulis membicarakan pokok permasalahan, maka penulis akan membahas lebih dahulu mengenai hukum Perjanjian, oleh karena itu Hukum perjanjian itu erat sekali hubungannya dengan perikatan itu sendiri.
Dalam Sistimatika Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian itu merupakan bagian dari Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku ke III dengan memakai judul Perikatan, sedangkan perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa ini maka timbullah suatu hubungan Hukum yang dinamakan Perikatan. Dengan demikian maka Perjanjian itu adalah merupakan sumber dari Perikatan di samping sumber-sumber yang lain, sedangkan tujuan dari pada suatu Perjanjian adalah tidak lain agar orang yang berjanji dapat memenuhi kewajibannya, sehingga disinilah letak keperluan adanya suatu Hukum Perjanjian yang sebagai besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang tidak memenuhi suatu janji.
Adapun yang menjadi penyebab timbulnya sengketa perdata
1. Tidak terpenuhinya Perjanjian sebagai tercantum dalam Akta Pengikatan Jual-beli Tanah.


  Menurut pengamatan penulis yang diperoleh melalui research, ternyata bahwa salah satu sebab timbulnya sengketa perdata karena salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sebagai tercantum dalam akta pengikatan jual-beli tanah. Mengenai hal ini dapat disebutkan suatu contoh kasus yakni Perkara Perdata No.70/G.Pdt/2009/PN.Smda di Pengadilan Negeri Samarinda yang inti permasalahan adalah sebagai berikut :


  Bahwa Sanari Sutrisno (Tergugat) mempunyai pinjaman uang pada Kuntjahyo (Penggugat) dengan jaminan cek-cek/bilye giro yang belum sampai tanggal efektifnya yaitu cek-cek/bilye giro bertanggal mundur, tetapi setelah sampai pada tanggal efektifnya dan kemudian dicairkan, telah ditolak oleh BANK-BANK yang 
bersangkutan karena ternyata kosong atau karena rekening telah ditutup.


Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan baik moril maupun materiil. Penggugat telah berusaha berkali-kali untuk memberi peringatan dan menegur Tergugat agar mempertanggung jawabkan perihal cek-cek kosong, namun selalu hanya menerima janji-janji saja yang tidak pernah ditepati.


Mengingat pinjaman uang tersebut telah mencapai jumlah yang demikian besarnya, tercatat sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ), maka akhirnya pada tanggal 15 April 2007 Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan untuk mencari jalan keluar guna menyelesaikan persoalan hutang-piutang tersebut, tersebut, yaitu Tergugat akan menjadi rumah miliknya guna melunasi semua hutang-hutangnya kepada Penggugat.


  Kemudian Penggugat bersedia membeli rumah tersebut dengan catatan bahwa hutang-hutang Tergugat diperhitungkan semua. Mereka sepakat tentang harga jual-beli yaitu Rp. 75.000.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian sisa harga yang harus dibayar Rp. 18.200.000,-( Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun  mengenai pembayarannya secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2007 sedangkan sisanya Rp.7.700.000,-( Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) diselesaikan setelah rumah dikosongkan.


   Untuk mempertegas adanya persetujuan pada tanggal 19 April 2007 bertempat di Kantor Notaris Gunawan , S.H.  Notaris di Samarinda telah dilaksanakan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,-( Dua puluh juta rupiah).


    Adapun Sertipikat dari rumah tersebut masih berada di Bank Rakyat Indonesia Samarinda yang dipergunakan untuk jaminan atas pinjaman Tergugat, maka transaksi jual-beli dihadapan Notaris sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilaksanakan.


Untuk memperoleh Sertipikat asli dimaksud dari Bank, Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya antara lain memberikan 
kuasa kepada Penggugat agar membayar hutang Tergugat serta memberi kuasa kepada Penggugat untuk menerima Sertipikat kemudian diserahkan kepada Notaris agar transaksi jual-beli yang telah disepakati dapat dilaksanakan.



    Ternyata setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) Tergugat secara licik berusaha agar Penggugat tidak dapat mengambil Sertipikat yang dimaksud dari Bank yang bersangkutan. Sehingga surat Pernyataan dari Tergugat tidak dapat dimanfaatkan yang mengakibatkan transaksi jual-beli juga tidak dapat dilanjutkan.


    Setelah berulang kali Penggugat mendesak Tergugat untuk memenuhi janji yang telah disanggupinya di hadapan Notaris, maka pada tanggal 17 April 2007 dibuatlah Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli. Ternyata dikemudian hari pada waktu akan dilaksanakan pembayaran bertahap, Tergugat berusaha mencari alasan agar dapat membatalkan transaksi jual-beli dimaksud dengan menampilkan istrinya untuk menekan Penggugat supaya sekaligus membayar keseluruhan dari pada sisa harga rumah yang berjumlah Rp. 15.200.000,-( Lima belas juta dua ratus ribu rupiah), bila mana tidak dipenuhi perjanjian dianggap batal.
Selanjutnya apabila kita memperhatikan pasal 1338 ayat (1) BW di mana dikatakan bahwa : “Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Menurut Dr. R.Wirjono Prodjodikoro, S.H. istilah “Itikat baik” mengandung dua unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian yaitu Kejujuran dan Kepatuhan “.6)
Suatu persetujuan tentu berupa  rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Di sini letak kejujuran dan kepatuhan yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.
Pasal 1338 ayat (3) BW secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur, sedangkan menurut pasal 1339 BW maka kedua belah pihak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam suatu persetujuan, melainkan juga oleh yang diharuskan menurut sifat persetujuan, kepatuhan adat kebiasaan dan Undang-undang.


Sedangkan selanjutnya Prof, J, Hardjawidjaya,S.H, mengatakan  “Bahwa yang terdapat dalam azas, dalam pasal 1338 ayat (3) BW merupakan azas yang mempunyai arti yang besar yang sama nilainya dengan suatu Kitab Undang-undang.” 7)

Dengan adanya ayat tersebut maka hal ini berarti :

a. Undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menafsirkan perjanjian yang tidak terang.

b. Memasukkan peranan moral (Kepantasan) dalam perjanjian.

c. Hukum Perdata berhubungan dengan konstelasi sosial, namun dibatasi oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

secara sepihak, terkecuali apabila Undang-undang menentukan lain, juga bertujuan agar perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikat baik yang memuat prinsip “ Kejujuran dan Kepatuhan “.8)

Itikat baik di sini tidak hanya ditujukan kepada isi perjanjian saja ( mengenai kejujuran), tetapi juga ditujukan kepada pelaksana perjanjian (mengenai kepatuhan), yang dimaksud dengan kejujuran ialah mengenai isi / obyek perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum misalnya mengenai adanya catat-catat tersembunyi, sedangkan mengenai kepatuhan bahwa perjanjian itu secara moral menghendaki agar kedua belah pihak benar-benar mematuhi segala apa yang telah disepakati bersama.


Kejujuran mengandung unsur subyektif yaitu terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatuhan mempunyai unsur obyektif yang terletak terutama pada keadaan disekitar perjanjian. Menurut anggapan umum bahwa suatu perjanjian 

___________________

8) Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit, Hal.84

itu akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya, sehingga secara 

apriori pihak yang satu meletakan dasar kepercayaan kepada pihak yang lain bahwa ia pasti akan melaksanakan perjanjian dengan baik, tetapi adakalanya walaupun faktor kejujuran itu merupakan perhatian yang utama, tidak jarang sesuatu hal yang kelihatannya begitu baik, dalam pelaksanaannya “Mengalami jalan buntu (deadlock),
Oleh karena itu disinilah letaknya kebutuhan akan kepatuhan agar segala sesuatu persoalan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
B. Peranan Notaris Untuk Menghindari Timbulnya Sengketa Dari Akta Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah.
             Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris memberikan   ketentuan tentang apa yang menjadi tugas Notaris dan berbunyi sebagai berkut : 
              Notaris adalah Pejabat Umum (Openbaar ambtenaar)  khusus 

satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya,9)

Dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut pasal 1870 BW memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.

Disinilah letaknya arti yang penting dari Profesi Notaris, ialah bahwa ia karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk sesuatu keperluan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Meskipun semua orang dapat saja membuat akta Notaris untuk kepentingan pribadi, namun mereka yang bekerja dalam bidang usaha lebih banyak membutuhkan  jasa-jasa Notaris dari pada mereka yang hanya mempunyai kepentingan pribadi. Sebab dalam bidang usaha diperlukan perjanjian-perjanjian yang beraneka ragam untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan.
Adapun hasil dari penelitian penulis mengenai peranan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam upaya menghindari timbulnya sengketa dari akta pengikatan jual-beli yang telah dibuat, adalah sebagai berikut :

Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dilengkapi dengan kuasa-kuasa antata lain :

a. Kuasa Menjual

b. Kuasa Mutlak

c. Kuasa Menjaminkan10)
Sebelum penulis menguraikan tentang pengertian kuasa-kuasa tersebut di atas, maka akan penulis jelaskan terlebih dahulu masalah pengertian kuasa, yang mana hal ini sangat erat sekali hubungannya dengan kuasa-kuasa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pengertian kuasa ini adalah : “ Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau suatu kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan atau memerintahkan, mewakili atau mengurus sesuatu yang diperintahkan oleh pemberi  kuasa “.
__________________

10) Hasil Wawancara dengan Notaris Darma Sanjata Sudagung, S.h.

Di sini dapat disimpulkan bahwa kuasa itu sebagai wakil dari pemberi kuasa dalam mengurus suatu pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, yang mana pekerjaan itu tidak dapat dipekerjakan sendiri oleh pemberi kuasa.

Sebagai penerima kuasa ia harus sanggup dan benar-benar menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai kuasa.

Yang dimaksud dengan pengertian dari pemberian kuasa secara yuridis dapat kita lihat di dalam pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi “ Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerima atas namanya untuk menyelenggarakan sesuatu”.

Selain itu kuasa biasa juga berbentuk kuasa secara diam-diam, dan ini berarti suatu kuasa bisa terjadi dengan sendirinya tanpa persetujuan lebih dahulu, dan kuasa ini dapat disimpulkan dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang (pasal 1793 ayat 2 BW). Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 1793 ayat (2) BW di atas pada umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.


Sifat persetujuan kuasa adalah kontrak konsensuil, yang artinya dengan adanya persetujuan pemberian kuasa maka hal ini sudah 
mempunyai kekuatan yang mengikat diantara para pihak, dan hal ini tidak bertentangan dengan prinsip umum persetujuan.
C. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Dari Akta Pengikatan Jual-Beli Atas Tanah.


    Menurut Hukum Acara Perdata, maka penyelesaikan perkara perdata dengan jalan perdamaian antara para pihak yang bersengketa merupakan sasaran utama yang sedapat mungkin diusahakan oleh Hakim.



   Oleh karena itulah maka sebelum pemeriksaan perkara itu dimulai, Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar sengketa ini diakhiri dengan suatu perdamaian.


        Hail ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 130 ayat (1) HIR, yaitu : “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya mendamaikan mereka ini, dan juga sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi. Jika sekiranya perdamaian itu disetujui oleh kedua belah pihak maka hal ini berarti bahwa perdamaian itu adalah bukan atas inisiatif Hakim, melainkan bersifat persetujuan kedua belah pihak atas pertanggungan jawab mereka sendiri.


    Bila ternyata apabila usaha untuk menaikan kedua belah pihak itu tidak berhasil, maka hal ini berarti bahwa proses pemeriksaan itu dilanjutkan, kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian masih tetap ada.



   Yang menjadi pertanyaan ialah bentuk usaha yang bagaimanakah yang dilakukan oleh hakim untuk mewujudkan suatu perdamaian.?


Hakim di dalam usaha untuk mencapai suatu perdamaian adalah berperan secara aktif umpamanya memberikan pandangan, keterangan-keterangan maupun penjelasan yang mungkin dapat menimbulkan pengertian bagi para pihak.


     Karena perdamaian secara kekeluargaan, hal ini berarti hubungan antara para pihak adalah tetap utuh dan harmonis baik secara lahir maupun secara batin.


         Jadi upaya Hukum dalam menyelesaikan sengketa dari akta pengikatan Jual-beli atas tanah, kedua belah pihak diharapkan mengadakan perjanjian jual-beli dengan baik dalam pengertian memenuhi persyaratan Hukum dengan prosedur yang benar.
BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan


 Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi penyebab timbulnya sengketa perdata

Tidak terpenuhinya Perjanjian sebagai tercantum dalam Akta Pengikatan Jual-beli Tanah.Menurut pengamatan penulis yang diperoleh melalui penelitian ternyata bahwa salah satu sebab timbulnya sengketa perdata karena salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sebagai tercantum dalam akta pengikatan jual-beli tanah tersebut. 

2. Bahwa peranan Notaris untuk menghindari timbulnya sengketa dari akta pengikatan jual-beli atas tanah adalah :

   Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual-Beli dilengkapi    dengan kuasa-kuasa antara lain :
· Kuasa Menjual
· Kuasa Mutlak
· Kuasa untuk Menjaminkan.

       Apabila dalam Pengikatan Jual-Beli tersebut harga jual-beli tanah telah lunas maka kuasa-kuasa tersebut langsung diserahkan kepada pembeli, untuk kelanjutan balik namanya.
Tetapi apabila dalam pengikatan jual-beli tersebut harga jual-belinya belum  lunas maka akta kuasa-kuasa tersebut beserta surat pemilikan hak atas tanahnya ditahan dikantor Notaris / ditunda penyerahannya kepada pembeli sampai kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajibannya masing-masing.

3. Bahwa upaya yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Hukum, sehubungan dengan dibuatnya pengikatan jual-beli hak atas tanah dewasa ini adalah :
· Mengadakan transaksi jual-beli dengan baik dalam pengertian memenuhi persyaratan hukum,
· Para pihak di dalam mengadakan pengikatan jual-beli harus mematuhi isi dari perikatan misalnya melunasi harga jual-beli tepat pada waktunya.
B. Saran-saran



Dengan adanya kesimpulan tersebut diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

a.  Dalam setiap perikatan hendaknya para pihak benar-benar mempunyai itikad baik sehingga tujuan perikatan yang diharapkan dapat tercapai.
b.  Untuk menhindari terjadinya persengketaan perdata yang timbul dari akta pengikatan jual-beli hak atas tanah dengan Akta Notaris, hendaknya Notaris lebih berhati-hati dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.
c.   Apabila timbul sengketa karena perjanjian jual-beli yang dibuat, hendaknya para pihak sedapat mungkin untuk mengupayakan jalan damai.
d.   Dalam hal terjadinya sengketa antara para pihak hendaknya pihak-pihak yang berwenang baik Notaris maupun Hakim lebih berperan aktif dalam mengupayakan jalan damai bagi para pihak yang bersengketa tanpa merugikan salah satu pihak. 
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